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Nomor 5668/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxx, tempat dan Tanggal lahir di
Pontianak, 12 Januari 1962, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Penjaga
Villa, tempat tinggal di JI. x, Kota Tangerang
Selatan,  Provinsi  Banten, No. Tip:
XHHXXXXXXXXXXXX.

Sebagai “Pemohon”;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 18 Agustus 1971,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kontrakan x, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Sebagai “Termohon”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari

itu juga dengan register perkara Nomor 5668/Pdt.G/2021/PA.Tgrs,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 1993,
yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
XXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di JI. x, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai 6

(enam) orang anak yang bernama:

3.1 XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 20 November 1994;
3.2. XXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 November 1996;
3.3. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 16 Februari 1999;
3.4. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 29 Juli 2001;

3.5. XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Agustus 2004;
3.6. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 03 Maret 2010;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2011
keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi
perselisihan dan percekcokan, disebabkan:

4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang
bernama xxxxxxan telah dinikahi secara agama, hal tersebut diketahui
langsung oleh Pemohon;

4.2. Termohon sulit dinasehati dengan baik oleh Pemohon;
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4.3. Termohon sering meminta cerai setiap kali bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi bulan April 2013, yang mana Termohon pergi
meninggalkan Pemohon. Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon
sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan
Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta
Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya
jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan
Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon  (XXXXXXXXXXX)  untuk

mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon
(xxxxxxx xxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-xXxxXxxxx, atas nama

Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesanggrahan, Kota

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Oktober 2021, bukti

surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam
berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang
anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun setelah anak bungsu lahir tahun 2010, rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan khusus
dengan laki-laki lain dan Termohon sulit menerima masukan dan
nasehat yang diberikan Pemohon;

- Bahwa Termohon akhirnya pergi dari rumah kediaman bersama dan
hingga sekarang telah 8 tahun lamanya;

- Bahwa saksi saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki
tersebut, sehingga keluarga tidak mengusahakan lagi untuk
merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita
acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang
anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sudah 8 tahun terakhir rumah tangga Pemohon
dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon
memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan telah menikah
dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun

2013 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama dan sampai sekarang telah 8 tahun lamanya;
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- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun kondisi rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan
lagi, dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan
tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, serta
mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, maka
untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan tersebut
dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon berstatus
dan berkedudukan sebagai suami, oleh karena itu Majelis berpendapat
Pemohon adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang
Pengadilan Agama, dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan
kepada Termohon ternyata Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi
Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang
telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan
yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa  berdasarkan surat panggilan  Nomor
5668/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 4 November 2021 dan tanggal 11
November 2021, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan oleh
Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan

tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari
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persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Termohon tersebut harus
dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk
menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan
yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh
karena itu permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR.,
dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari’ yang

berbunyi sebagai berikut:

4 LA o .-1i..l'¢? T .,,;'\é h’;ko-l'u-h\-rkll I:-'.gv— S IST.:- Ll LFS e

L

Artinya: “barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri
persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”.( Ahkamul Qur-an 11:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, agar
Pemohon dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar hal-hal
yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus
dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan
dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
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berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan
Pemohon untuk membuktikan;
Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan asas figih
(hukum Islam), disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz | halaman 164 :
aiy ade il 9] b Ll e slasll
Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir
dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu
dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P) karena telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal
kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana
diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR Jo Pasal 1910 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata/BW., maka secara formil alat bukti tersebut dapat
dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon adalah
tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon,
maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya

siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan

tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR., Jo 1865

KUHPerdata/BW., bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu

hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau

untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak

itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum tersebut

Majelis akan memberikan jawaban setelah Majelis mempertimbangkan

bukti-bukti yang diajukan untuk itu;
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2. Perihal petitum tentang perceraian, maka Majelis akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya
perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo
Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Pemohon
dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut
dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah)
dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi,
harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon
telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan
Pemohon adalah sebagaimana diuraikan Pemohon dalam surat
permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan
kesimpulan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan
sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari
pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil
permohonan dan kesimpulannya, maka pernyataan tersebut akan
dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-
saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah
terungkap adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah sebagai fakta
hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, dan dari
perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah lebih kurang 8 tahun lamanya;

- Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan
Termohon tidak pernah berkomunikasi dan keduanya telah
menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ke tempat
kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon, telah memberikan nasehat agar
Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami
isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut,
Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dalam rumah tangga karena sejak pertengahan tahun 2013
antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan
sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa
telah berjalan lebih dari 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap
hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya,
sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan
telah berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali
sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan
sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali,
bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak
bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, maka
Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah
sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon
tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah

memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan
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dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang
bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang
bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang
Sakinah, Mawaddah dan Rahmabh;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan
tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus
memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling
cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan
dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Pemohon
dengan Termohon patut diduga telah membuktikan dan memberikan
tanda: telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya
rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin
yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendakinya,
terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara
Pemohon dengan Termohon, membuktikan perkawinan Pemohon
dengan Termohon sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosopi
dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah
sebagaimana diuraikan di atas, dan meskipun perceraian dapat
menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi
oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing

justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu
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perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya
untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman
Allah dalam al-Qur’an surah al-Bagarah, ayat 227 yaitu:

2o Lo BISE SUINE 85
Artinya "Apabila mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk bercerai,
sesunguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui';

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut,
Majelis berkesimpulan, salah satu pihak telah dengan sengaja
meninggalkan pasangannya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, atau
dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage
breakdown, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan
perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 hurup (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal
116 hurup (b) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
patut dikabulkan, dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon
(xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

oxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dengan
Termohon baru terjadi untuk yang pertama kalinya, maka talak yang
dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raji’;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara
menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor
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7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut
dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan
dikabulkan, maka Akta Nikah Pemohon dan Termohon berdasarkan
Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap
dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah berjenis cerai talak,
maka setelah putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk
perkara yang bersangkutan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan
berupa pelaksanaan ikrar talak, oleh karena itu menurut ketentuan pasal
149 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempedomani SEMA Nomor 1
tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2017 penyelesaian ikrar talak harus dibarengi
dengan kewajiban melaksanakan hukum Agamanya menyelesaikan hak-
hak sebagai akibat cerai talak;

Mempedomani perundang-udangan dan segala peraturan yang

berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX)

untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XxXxxxXxxxxxxx) di
depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan

puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami
Mursyida, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H. dan H.
Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan
Nomor 5668/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 03 November 2021, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama,
dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H.

Perincian biaya :
e Pendaftaran :Rp 30.000,00
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e ATK Perkara :Rp 75.000,00
¢ Panggilan : Rp 450.000,00

e PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
e Redaksi : Rp 10.000,00
¢ Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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